




A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan pembangunan ekonomi negara Indonesia sebagai negara 
berkembang adalah memeratakan pembangunan ekonomi, meningkatkan laju 
pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan struktur perekonomian menjadi 
seimbang. Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang di 
antaranya adalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat dari tahun 
ke tahun di mana pertambahan tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan 
lapangan kerja, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang rendah. Dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah 
utama di Indonesia. 
Berdasarkan teori klasik, manusia merupakan faktor produksi utama 
yang menentukan kemakmuran sebuah bangsa. Teori tersebut menjelaskan 
bahwa alam (tanah) tidak akan berarti apa-apa bila sumber daya manusia tidak 
dapat mengolah dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya (Fahlevi 
dkk, 2016). Hal ini berarti pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran 
manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input 
pembangunan, dan juga konsumen hasil pembangunan itu sendiri. 
Ketenagakerjaan menjadi aspek yang amat mendasar dalam kehidupan 
manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan 
penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang 




Berikut ini data tenaga kerja di karesidenan Pekalongan berdasarkan 
pada jumlah tenaga kerja yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota 
Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2014-2018 (Jiwa) 
 




















359366 386503 366284 395629 361065 378320 365710 388307 389471 406670 
Kabupaten 
Pekalongan 
410144 430726 410625 436970 390027 410990 441290 461536 441686 462079 
Kabupaten 
Pemalang 
573469 613194 593820 641579 553935 592613 587819 622598 582895 621508 
Kabupaten 
Tegal 
592058 635852 597079 652338 569566 629471 645162 696162 630593 688796 
Kabupaten 
Brebes 
847055 937100 763581 844001 767841 821102 823661 895712 832405 897629 
Kota 
Pekalongan 
135251 142797 143343 151553 143376 149507 149487 157445 151597 161504 
Kota Tegal 117091 129119 108480 119475 110942 120665 114521 124736 113762 123568 
Sumber: BPS Jawa Tengah 
Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja dan penduduk 
bekerja di Karesidenan Pekalongan mengalami peningkatan dan penurunan. 
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang terbesar adalah di kabupaten Brebes, 
khususnya pada tahun 2014 diikuti tahun 2018. Secara keseluruhan pun 
kabupaten Brebes mendominasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di antara 6 
pemerintah daerah lainnya. Penyerapan tenaga kerja yang paling besar, 
mengikuti dominasi kabupaten Brebes adalah Kabupaten Tegal dan 
Kabupaten Pemalang. Kedua kabupaten, Tegal dan Pemalang, dari tahun 2014 
selalu saling mengejar, dan selisih penyerapan tenaga kerja kedua kabupaten 
sangat kecil. Jumlah penduduk yang bekerja di Karesidenan Pekalongan 
tergolong rendah dkarenakan pertumbuhan ekonomi yang tak sepadan dengan 




Karesidena Pekalongan cenderung rendah dan ketersedian lapangan kerja 
tidak seiring dan sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Maka perlu 
adanya tindakan pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan 
kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
yaitu inflasi, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan upah. 
Penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi 
menurut Indradewa dan Natha (2015). Inflasi yang terjadi pada perekonomian 
suatu daerah menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja 
dengan cara mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk memproduksi lebih 
atau kurang tergantung intensitas inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang 
terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaaan berusaha 
akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat 
mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih 
dapat dijangkau oleh konsumen.  
Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu akan diikuti 
degan penambahan faktor-faktor produksi, misalnya adalah tenaga kerja. Pada 
kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya 
mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. 
Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (hyper inflation) maka 
perusahaan akan mengurangi jumlah ouput akibat tidak terbelinya faktor-
faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan 




pengangguran bertambah (Indradewa dan Natha, 2015). Data tingkat inflasi di 
karesidenan Pekalongan selama tahun 2010-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2 
Tabel 1.2  
Inflasi (%) di Karesidenan Pekalongan 2010-2018 
Inflasi 
Wilayah  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kabupaten 
Batang 
6,62 3,01 3,83 8,08 7,66 2,94 2,24 3,44 2,36 
Kabupaten 
Pekalongan 
6,54 2,65 2,96 8,18 8,32 3,42 2,96 4,01 2,83 
Kabupaten 
Pemalang 
7,38 2,80 4,04 6,52 7,38 3,52 2,33 3,64 2,95 
Kabupaten 
Tegal 
6,44 2,74 4,13 7,79 8,48 3,64 2,67 3,58 2,95 
Kabupaten 
Brebes 
6,04 3,09 4,61 9,83 6,2 3,08 2,84 4,24 3,09 
Kota 
Pekalongan 
6,77 2,45 3,55 7,40 7,82 3,46 2,94 3,61 2,92 
Kota Tegal 6,73 2,58 0,40 5,80 7,4 3,95 2,71 4,03 3,08 
Sumber: BPS Jawa Tengah. 
Berdasarkan Tabel 1.2 inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 di 
Kabupaten Brebes. Pada tahun 2014-2018 inflasi bersifat tidak stabil atau 
fluktuatif. Inflasi tertinggi Pada tahun 2014 adalah di kabupaten Tegal, diikuti 
Kabupaten Pekalongan dan kota Pekalongan. Inflasi tahun 2014 yang paling 
rendah adalah kabupaten Brebes. Pada tahun 2015 kota Tegal memiliki inflasi 
tertinggi dibandingkan 5 kabupaten lainnya, sementara inflasi terrendah 
adalah kabupaten Batang. Inflasi tertinggi pada tahun 2016 adalah kabupaten 
Pekalongan dan terendah kabupaten Batang. Pada tahun 2017, inflasi kembali 
meningkat dan yang tertinggi adalah kabupaten Brebes dan terendah adalah 
kabupaten Batang. Pada tahun 2018, inflasi yang paling tinggi adalah 
kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Tingginya tingkat inflasi akan berdampak 




masyarakat sehingga perusahaan meminimalkan biaya produksi dengan 
mengurangi jumlah tenaga kerja. 
Selain tingkat inflasi, penyerapan tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Putri dan Sulistyo (2018) 
PDRB merupakan nilai tambah atas produk barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu 
tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja 
dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah 
output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah atau 
daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan 
perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan 
tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar 
peningkatan penjualan yang terjadi. Tingkat PDRB di Karesidanan 
Pekalongan selama tahun 2014-2018 ditampilkan pada Tabel 1.3. 
Tabel 1.3 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhannya 
(%)  Menurut Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan 2014 – 2018 
 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018 
11.693.897 12.328.239 12.948.191 13.666.579 14.448.522 Kabupaten 
Batang (5,3) (5,4) (5,0) (5,5) (5,7) 
12.630.368 13.234.564 13.921.651 14.679.128 15.524.820 Kabupaten 
Pekalongan (4,9) (4,8) (5,2) (5,4) (5,8) 
13.898.669 14.673.696 15.469.800 16.343.954 17.286.696 Kabupaten 
Pemalang (5,5) (5,6) (5,4) (5,7) (5,8) 
18.958.841 19.999.475 21.182.917 22.322.100 23.552.548 Kabupaten 
Tegal (5,0) (5,5) (5,9) (5,4) (5,5) 
25.074.171 26.572.834 27.930.986 29.527.028 31.094.896 Kabupaten 
Brebes (5,3) (6,0) (5,1) (5,7) (5,3) 
5.755.282 6.043.095 6.367.272 6.706.278 7.087.915 Kota 
Pekalongan (5,5) (5,0) (5,4) (5,3) (5,7) 
8.491.325 8.953.879 9.445.030 10.006.893 10.599.407 
Kota Tegal 
5,0 5,4 5,5 5,9 5,9 




Berdasarkan Tabel 1.3 nampak bahwa PDRB di Kabupaten/Kota di 
Karesidenan Pekalongan meningkat. Meski demikian, pertumbuhan PDRB 
cenderung stagnan, artinya tambahan PDRB tidak cukup besar. Hal tersebut 
dapat menyebabkan rendahnya kesempatan tenaga kerja sehingga perusahaan 
tidak perlu menambah tenaga kerja. 
Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja selain inflasi dan 
PDRB adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah termasuk dalam 
kualitas hidup manusia. Menurut Mahroji dan Nurkhasanah (2019), tingkat 
pendidikan merupakan salah satu komponen dasar kualitas hidup yang dapat 
mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.  
 Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas karena, pendidikan dianggap mampu untuk 
meningkatkan pengetahuan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang bermutu 
tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern (Wijaya, 2014). 
Lama waktu tempuh pendidikan bagi seseorang akan mempengaruhi kualitas 
SDM tersebut. 
 Ketika masyarakat suatu daerah memiliki rata-rata lama sekolah yang 
tinggi maka kualitas mereka menjadi lebih baik Ketika kualitas sumber daya 
manusia naik maka dalam dunia kerja mereka akan cepat terserap karena 
mempunyai skill/keahlian. Hal tersebut akan berdampak pada penyerapan 
tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. 
 Berdasarkan data dalam Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama 





Rata-Rata Lama Sekolah di Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018 
 
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 
Wilayah 
2014 2015 2016 2017 2018 
Kabupaten Batang 6,00 6,41 6,42 6,61 6,62 
Kabupaten Pekalongan 6,53 6,55 6,56 6,73 6,74 
Kabupaten Pemalang 5,87 6,04 6,05 6,31 6,32 
Kabupaten Tegal 5,93 6,30 6,54 6,55 6,70 
Kabupaten Brebes 5,86 5,88 6,17 6,18 6,19 
Kota Pekalongan 8,12 8,28 8,29 8,56 8,57 
Kota Tegal 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 
Sumber: BPS Jawa Tengah 
Berdasarkan Tabel 1.4, rata-rata lama sekolah tertinggi adalah 8,57 
yang terjadi di Kota Pekalongan diikuti kota Tegal pada tahun 2018.  Rata-rata 
lama sekolah dari tahun 2014 hingga 2018 cenderung bertahan. Tingkat 
pendidikan rata-rata adalah sekolah dasar dan sebagian kecil yang sampai 
SMP kelas 1. Hal tersebut berdampak buruk bagi masyarakat, dikarenakan 
masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi dan kurangnya kualitas sumber 
daya manusia yang nantinya akan perdampak pada penyerapan tenaga kerja. 
Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja adalah upah. Menurut Hartono dan Bosari (2018) upah berkaitan 
erat dengan tenaga kerja.. Suatu perusahaan akan melakukan penyesuaian 
penggunaan tenaga kerja tergantung dari tingkat upahnya. Jika upah 
mengalami penurunan, maka perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, bila upah mengalami kenaikan, maka 
perusahaan tidak akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan 
bahkan bisa saja mengurangi tenaga kerja yang ada. Data tingkat upah di 











2014 2015 2016 2017 2018 
Kabupaten Batang 970.000 1.146.000 1.270.000 1.467.500 1.603.000 
Kabupaten Pekalongan 962.000 1.145.000 1.271.000 1.463.000 1.583.697 
Kabupaten Pemalang 908.000 1.066.000 1.193.400 1.325.000 1.460.000 
Kabupaten Tegal 850.000 1.000.000 1.155.000 1.373.000 1.487.000 
Kabupaten Brebes 859.000 1.000.000 1.166.550 1.310.000 1.418.100 
Kota Pekalongan 860.000 1.044.000 1.291.000 1.500.000 1.623.750 
Kota Tegal 914.275 1.066.603 1.206.000 1.385.000 1.499.500 
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 
Jawa Tengah 
 
Upah minimum selama tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami 
kenaikan. Tingkat upah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 di Kota 
Pekalongan diikuti kabupaten Batang. Upah minimum kabupaten yang paling 
rendah terjadi pada tahun 2014 di kabupaten Tegal, Brebes dan Pekalongan. 
Dampak dari upah yang terus meningkat perusahaan tidak akan menambah 
jumlah tenaga kerja atau mengganti tenaga kerja dengan tenaga mesin guna 
untuk menggurangi biaya produksi bagi perusahaan.   
Mengingat pentingnya penyerapan tenaga kerja sebagaimana urian di 
atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, 
PDRB, rata-rata lama sekolah dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Karesidenan Pekalongan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya di Karesidenan 




kesempatan kerja yang ada agar penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan 
dapat menurun tingkat penganguran. 
Tingkat inflasi di Karesidenan Pekalongan tahun 2014-2018 cenderung 
tidak stabil atau naik turun. Ketidakstabilan ini akan mengakibatkan 
ketidakpastian pada perusahaan dalam menuntukan harga. Bagi perusahaan 
inflasi akan berdampak pada penjualan dan biaya produksi dan bila kenaikan 
inflasi tinggi maka hasil produksi tidak terbeli oleh masyarakan karena 
kenaikan harga yang terus menerus maka perusahaan akan menekan biaya 
produksi dan mempengaruhi  kesempatan kerja, sehingga pada saat inflasi 
meningkat kemungkinan jumlah orang yang bekerja akan berkurang.  
PDRB di Karesidenan Pekalongan mengalami kenaikan dari tahun 
2014-2018 juga kemungkinan akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 
kerja. Tingkat rata-rata lama sekolah yang rendah di Karesidenan Pekalongan 
akan berdampak pada kualitas sumber daya manusianya dan berpengaruh 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah yang terus meningkat dari tahun ke 
tahun juga akan berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja di 
Karesidenan Pekalongan. 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, 
pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Inflasi, PDRB, Rata-
rata lama sekolah dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di 






C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh inflasi, PDRB, rata-rata 
lama sekolah, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan 
Pekalongan pada tahun 2014-2018.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak 
berikut ini 
1. Bagi Peneliti 
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 
Karesidenan Pekalongan dan melatih ketrampilan analisis data dalam 
memecahkan masalah ekonomi dalam kegiatan penelitian. 
2. Bagi Mahasiswa 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi 
bagi penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Pemerintah 
Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 
kebijakan untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar 




upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Pekalongan tahun 
2014-2018 sebagai obyek penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini juga menjelaskan secara 
singkat mengapa variabel independen berkaitan dengan variabel dependen. 
Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisikan landasan teori 
yang berkaitan dengan inflasi, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan upah. Bab 
ini juga menjelaskan secara singkat pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Pada bab ini juga dilampirkan beberapa penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan juga hipotesis penelitian. 
Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang 
variabel penelitian dari definisi operasinal variabel, jenis, dan sumber data, 
serta model analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian. 
Bab keempat adalah hasil analisis. Bab ini berisi deskripsi objek 
penelitian yaitu inflasi, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan upah, Serta analisis 
uji statistik dan interpretasi. 
Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil 
analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang di 
tunjukan kepada pemerintah berdasarkan dari penelitian ini. 
 
